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PEITUNJT'XAN PEIABAT PEI{GILOLI\ I(EUANGAN DAERATI
PROVIilSI LIIilPUNG TATIUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR L,IIIUPI'NG,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAI| I Huruf A angka 4
(empat) dan angka 5 (lima) serta Huruf C Lampiran Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 202O tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditunjuk Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran
2024 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur
Lampung;

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O22 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9 tentang
Pengelolaan Keuangal Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahwrr 2O2O

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pembentukan dan Susunaa Perangkat Daerah Provinsi
Lampung;
Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi
Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNWI(AN PE.'ABAT
PENGEI,OLA KEUANGAN DATRAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN
ANGC}ARAN 2024.
Menunjuk Pejabat di bawah ini sebagai Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah (PPKD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023
sebagai berikut:

Nama
NIP
Pangkat/golongan
Jabatan

2.

3.

4.

5.

6

Dr. MARINDO KURNIAWAN, S.T, M.M.
19801206 200212 t OtO
Pembina Utama Muda (IVc)
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan
Aset Daerah Provinsi Lampung.



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

_c_

Pejabat Pengelola Keuangal Daerah (PPKD) sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. men5rusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan
daerah;

b. meny'usun ranc€rngan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), r€rnc.rngan Peraturan
Daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan Peraturan
Daerah tentang pertanggungiawaban pelaksanaan APBD;

c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah
diatur dalam Peraturan Daerah;

d. melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah;

e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pejabat Pengelola Keualgan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan
fungsinya selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai
wewenang sebagai berikut:

a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaal APBD;

b. mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ;

c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;

d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan
dan pengeluaran kas umum daerah;

e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;

f. menetapkan €mggaran kas dan surat penyediaan dana;

g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan
atas nama pemerintah daerah;

h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
daerah;

i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan

dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas
Umum Daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam melaksanakan
tugasnya melaporkan hasil pelaksana€rnnya dan bertanggung
jawab kepada Gubernur Lampung melalui Sekretaris Daerah
Provinsi Lampung.

Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis
pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan
perundang-undangan.



KEENAM
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Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2024 sampat
dengan 3l Desember 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian
hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan
diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
padatanggal 2 -/- 2024

GTIBERNUR LI\MPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:
1. Ketua BPK Rl di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar lampung;
4. Kepala Kantor wilayah VII DJP Bandar l,ampung di Bandar Lampung;
5. Kepala KPPN Bandar Lampung di Bandar tampung;
6. Kepala Kantor Pajak Pratama Tanjungkarang di Bandar l,ampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank l.ampung di Telukbetung;


